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BAB VI 

 PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

         Berdasarkan  hasil analisis dan pembahasan maka dapat dibuat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Seserai  

1) Perencanaan 

Dari aspek perencanaan terlihat bahwa Alokasi Dana Desa di Desa 

Seserai sudah sesuai dengan permendagri yang dimana, harus diadakan 

musyawarah bersama masyarakat dan musyawarah BPD kemudian 

dilakukan musrambang dan kemudian merencanakan kegiatan yang akan 

ditetapkan dan anggaran itu disusun berdasarkan RPJMdesa. 

2) Pelaksanaan  

Dari aspek pelaksanaan terlihat bahwa Alokasi Dana Desa di desa Seserai 

sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaksaanaan menerut 

Permendagri No 20 Tahun 2018 yang dimana pelaksanaan keuangan desa 

itu melalui rekening desa kemudian aparat desa  menyusun rencana 

anggaran biaya (RAB) dan pengeluaran dan pelaksanaan kegiatan di desa  

dicatat oleh bendahara di buku kasa umum. 

3) Penatausahaan  

 Dari aspek penatausahaan terlihat bahwadi Desa Seserai sudah sesuai 

dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang dimana pasal 63 
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menyatakan penatausahaan dilakukakan oleh kaur keuangan sebagai 

pelaksana fungsi kebendaharaan dan setiap penerimaan dan pengeluaran 

dicatat dalam buku kas umum, di desa seserai penatusahaannya suda baik 

karena setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dibuku kas umum. 

4) Pelaporan  

Dari aspek pelaporan terlihat bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Seserai 

sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 68 yang 

menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan 

APBDes semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat, di 

Desa Seserai sudah melakukan pelaporan dengan baik yang dimana 

dilakukan laporan realisasi kepada camat kemudian Camat melaporkan 

ke PMD  dan Bupati mengecek lagi laporan realisasi ke PMD. 

5) Pertanggungjawaban  

 Dari aspek pertanggungjawaban terlihat bahwa di Desa Seserai sudah 

sesuai dengan peraturan Permendgari No 20 Tahun 2018 yang dimana 

pemerintah desa seserai membuat laporan realisasi APBDes atau 

APBDes yang kemudian disampaikan kepada bupati  setiap akhir tahun 

berupa laporan keuangan atau laporan realisasi kegiatan. 

2. Transparansi Pengelolaan Keuanagan Di Desa Seserai  

          Kondisi transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Seserai  sudah 

sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang dimana kepala desa 
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menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui 

media informasi. 

         Di Desa Seserai setiap tahun anggarannya  selalu diumumkan di Kantor 

dan Pemerintah Desa juga setiap tahunnya pemerintah desa memasangkan 

baliho mengenai APBDes di Kantor Desa.Akan tetapi masyarakat  mengatakan 

bahwa apa yang direncanakan atau di usulkan masyarakat bersama pemerintah 

tidak semuanya terlaksana dengan baik. 

2. Partisipasi Di Desa Seserai  

Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 masyarakat turut serta 

dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang dibahas dan disepakati 

bersama dalam musyawarah. Di Desa Seserai masyarakat dilibatkan dalam 

proses perencanaan pembangunan, masyarakat ikut berpartisipasi untuk 

mengusulkan ide-ide mengenai program-program ditahun berjalan tersebut. 

3. Tertib dan Di siplin anggaran  

Desa Seserai melakukan penganggaran sesuai aturan yakni 1 Januari sampai 31 

Desember tahun berkenan yang tatacara penggunaan anggarannya diatur dalam 

peraturan BupatiMalaka Dr. Simon Nahak, SH.,M.H.  

6.2 Saran 

1. Bagi Pemerintah Desa, peneliti menyarankan agar  kedepannya  Pemerintah 

Desa selalu konsisten dengan apa yang dimusyawarahkan bersama 

masyarakat sehinga kedepannya semua terlaksana dengan baik agar dapat 

mewujudkan good development bagi desa seserai.  
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2. Bagi masyarakat desa, diharapkan agar masyarakat juga ikut mengawasi 

kinerja pemerintah desa dan juga diharapkan agar masyarakat selalu aktif 

dalam musyawarah sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam memberikan 

masukan atau ide-ide dalam proses pemberdayaaan pembangunan desa 

sehingga dapat mewujudkan good development bagi desa sererai. 
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